BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa

untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota ...
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Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...




Menetapkan

10.

11.

7.8
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Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1971);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BABI ...




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan Kkualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

8. Anggaran ...




10.

Ll
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13.

14.

15.

=

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan

lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun
keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di
masa depan (visi Desa).

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi,

dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas

hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

16. Desa ...
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1.

18.

19.

20.

21.

22,
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Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup

manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk,
memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang
difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau
di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar

Desa.

Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya
mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas
manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga
masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas
pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.

Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan

sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan Desa.

Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa
sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong
yang berdasarkan pada semangat kebersamaan,
persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan

berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BABII ...




BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa
untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. afirmasi; dan

c. alokasi formula. yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah

Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b diberikan pada Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.

(2) Alokasi afirmasi per desa dihitung denga rumus sebagai
berikut:

AA per Desa = AAxa / {(2 x DST) + (1 x DT)}
Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AAxab ...
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AAkab = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran
Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT= Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1

(satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2
(dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah
Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
statistik.

Pasal 7

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

AF Desa = [(0,10x Z1) + (0,50x Z2) + (0,15x Z3) + (0,25x Z4|)]
x AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

71 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa di Kabupaten Kutai Timur

Z2 ...
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79 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten
Kutai Timur

73 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas

wilayah Kabupaten Kutai Timur

74 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

di Kabupaten Kutai Timur

AF Kab

Alokasi Formula Kabupaten Kutai Timur

Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 9

(1) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang belum
disalurkan dari RKUD ke RKD menjadi Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun
2017.

(2) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
dimaksud Ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Kutai Timur Tahun Anggaran 2018.

(3) Pengelolaan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dimaksud Ayat (1) mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini.

(4) Rincian Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang belum
disalurkan dari RKUD ke RKD untuk setiap Desa
sebagaimana dimaksud Ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III ...
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BAB Il
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan
dari dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di RKUD.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh

perseratus);
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh

perseratus); dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat

puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan:

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa, Rencana Anggaran
Biaya (RAB), Desain Gambar serta, Kerangka Acuan
Kerja (KAK) di sampaikan kepada Bupati;

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya; dan

c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan
Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan

Februari.

(5) Penyaluran Dana desa Tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan:

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output
Penggunaan Dana Desa tahap I beserta lampirannya

kepada Bupati;

b. Laporan ...
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Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Desa, meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan

kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk
ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran; dan

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran;

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk

pemenuhan kebutuhan:

1) kesiapsiagaan ...
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1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai

dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam

Musyawarah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk

membiayai program dan Kkegiatan bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan

mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri
sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang

diprioritaskan meliputi antara lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan sistem informasi Desa;

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam serta penanganan kejadian

luar biasa lainnya;

h. dukungan ...
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h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi

produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama;

dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;

kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak
ketiga; dan

bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya
yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan

ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa

dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan

untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Desa, meliputi:

€:

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:

1) lingkungan pemukiman;

2) transportasi;

3) energi; dan

4) informasi dan komunikasi.

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

1) kesehatan masyarakat; dan

2) pendidikan dan kebudayaan.

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk

mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

4. usaha ...
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4. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk
ketahanan pangan;

S. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran; dan

6. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran.

h. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk

pemenuhan kebutuhan:
a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
b. penanganan bencana alam;
c. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
d. pelestarian lingkungan hidup.
i. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai

dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam

Musyawarah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan
mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri
sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang
diprioritaskan meliputi antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

c. pengembangan ...
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c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan sistem informasi Desa;

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam serta penanganan kejadian
luar biasa lainnya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama;

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;

j- pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama
Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya
yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan

ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat
mempertimbangkan  tipologi Desa  berdasarkan tingkat

perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa pada:

1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM

Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi

masyarakat ...
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masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

pembukaan lapangan kerja untuk  pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi

Desa yang meliputi:

1.

penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM
Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha

ekonomi;

untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan;

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil
dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan  masyarakat Desa  untuk
menegakkan Lumbung Ekonomi Desa pada:

1.

perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan
BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha
ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan;

2. pembangunan ...
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peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan
di Desa,

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli
di Desa; dan

perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa

Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas

WiraDesa pada:

E

pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;

pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian

luar biasa lainnya;

pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk
berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara

transparan dan akuntabel; dan

peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat

tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa

Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa

yang meliputi:

1.

membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta

menegakkan peraturan hukum di Desa;

2. membentuk ...




(1)
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2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi
untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan

komunikatif; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 14

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 setelah mendapat

persetujuan Bupati.

Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa

mengenai APB Desa.

Pasal 15

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana

Desa.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan

pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

(1)

Pasal 17

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti ...




(2)

(3)

(1)

(1)
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Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa

tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya

ke rekening kas daerah dan kas negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Desa Tahunan kepada Bupati.

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun
anggaran berjalan; dan

b. Tahap II paling lambat minggu pertama bulan Nopember.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling
lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran
berikutnya.
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana
Desa di RKD.
(2) Dalam ...




(3)

(9)

(1)

0

b. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (4);

c. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau

d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana

Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I
tidak dilakukan.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah

direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa

di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya.

Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap
II.

Pasal 21

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam

hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a telah diterima;

b. sisa ...




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

o

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh

perseratus); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana

Desa di Rekening Kas Umum Desa.

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

dan Dana Desa.

Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan
agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun

anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening
Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud Ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana
Desa di Rekening Kas Umum Desa tersebut dapat disalurkan
mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten.

Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa

belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Desa
ke Rekening Kas Desa sampai

dengan ...




)
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dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa
dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam
penyaluran Dana Desa Tahap Il dari RKUN ke Rekening Kas

Umum Desa tahun anggaran berjalan.

Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,
bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana
Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening
Kas Umum Desa kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II
dari bupati, kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menyalurkan Sisa Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa paling
lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(10)Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan

(1)

penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sisa

anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 22

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga

puluh perseratus).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun

anggaran berikutnya.

BAB VII ...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 pPanuari 2018
BUPATI)KUTAI/TIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

N

IRA SYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1




Contoh Format Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
PENETEAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS
oA DESA FENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA FEMBINAAN MASTARAKAT DESA
wo PROV, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN SARANA P DEsA SOSIAL DASAR USAHA DESA FEL HIDUP
DESA, KELURAHAN
HASIL KEGUATAN HASIL KEGLAATAN HASIL KEGIAATAN HASIL KEGLAATAN HASIL KEGLAATAN HASIL KEGIAATAN HASIL KEGLAATAN
YA VOLUME |  BUAAY,
A5 VOLUME BLAAYA PRIORTTAS VOLUME BIAAYA AS VOLUME BIAAYA RITAS VOLUME BLAAYA i AS voLuME BUAYA M AS VOLUME | BLAA) PRIORITAS LAYA

1|Kalimatan Timur

3

Kab. Kutai Timur

1[KeCamatan

1. Desa




Contoh Format Laporan BUPATI Kepada GUBERNUR

LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR
PENETEAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DESA
PENTELENGARAAN PEMERINTAH DESA PEMBINAAN MASYARAXAT DESA
no | PROV. KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN SARANA PRASARAMA DESA PiL SOSUAL DASAR USAMA DESA PR
DESA, KELURAMAN
HASI KEGUATAN HASIL KEGUATAN HASIL KEGUATAN HASIL KEGLAATAM HASIL KEGUATAN HASR KEGLAATAN HASM KEGIAATAN
VOLUME | BlAAYA VOLUME | BIAAYA VOLUME | BuaAvA € | suar ¥,
PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS et % PRIORITAS WO | A PRIORITAS ol b i) PRIORITAS bt Wltcrsp o
1 {Kalimatan Timur
1|Kab. Kutal Timur
1|XeCamatan

1. Desa




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN SISA DANA DESA TAHUN 2017

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO | KECAMATAN DESA JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 |Telen 1 |Juk Ayaq 339.516.135 Tahap 1i 2017
2 |Bengalon 1 |Keraitan 333.855.740 Tahap Il 2017
2 |Tepian Langsat 365.829.366 Tahap Il 2017
3 {Tebangan Lembak 330.310.992 Tahap Il 2017
4 |Muara Bengalon 333.328.322 Tahap il 2017
3 |Rantau Pulung 1 |Tanjung Labu 322.185.847 Tahap 11 2017
4 |Batu Ampar 1 |Himba Lestari 322.365.965 Tahap Hl 2017
JUMLAH Rp 2.347.392.368




PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DANA Df,sa TIAP DESA
KRCAMATAN FEBA Alokasi Dasar | Alokasl Afirmast | Alokas! Berdasarkan | Pagu Dana Desa Per-
Formula Desa
2 3 4 [ 8 T
Muara Ancalong | 1 |Senylur 616.345.000 157.549.000 969.235.000 1.743.129.000
2 |Kelinjau fir 616.345.000 [ 771.358.000 1.387.704.000
3 |Kelinjau Ul 616.345.000| 157.549.000|  1.428.089.000 2.201.983.000
4 |Long Neh 616.345.000 315.098.000 703.694.000 1.635.437.000
5 |Long Tesak 616.345.000 0 234.372.000 850.717.000
& |Gemar Baru 616.345.000 0 412,865.000 1.029.210.000
7 |Long Pog Baru 616.345.000| of  222.794.000 §39,139.000
8 |Muara Dun 616.345,000 o  420.248.000 1.036.583.000
9 | Teluk Baru 616.345.000 ol 273.726.000 880.071.000
Muara Wahau 1 |Jak Luay 616.345.000 0 178.793.000 795,138,000
2 |Nehes Liah Bing 616.345.000 [ 323.400.000 939.745.000
3 |Muara Wahau 616.345.000 0 395.210.000 1.011.555.000
4 |Dabeq 616.345.000 0 160,581.000 776.926.000
5 |Diag Lay 616.345.000] 0 153.250.000 769.595.000
6 |Benhes 616.345.000} 0]  163.265.000 779.610.000
7 |Wanasari 616.345.000 0|  225.482.000 841.827.000
8 |Wahav Baru 616.345.000 0 168.892.000 785.237.000
9 |Karya Bhakti 616.345.000 0 311.650.000 927.995.000
10 |Long Wehea 616.345.000 0 145.251.000 761.596.000
Muara Bengkal 1 |Senambah 616.345.000 0 195.169.000 811.514.000
2 |Ngayau 616.345.000 of  190.124.000 806.469.000
3 |Muara Bengal liir 616.345.000 157.549.000]  412.473.000 1.186.367.000
4 |Muara Bengkal Uiy 616.345,000 o  354.096.000 970.441.000
5 |Benua Baru 616.345.000 157.549.000]  732.111.000 1.506.005.000
6 |Mulupan 616.345.000 0|  306.026.000 922.371.000
7 |Batu Balal 616.345.000 0| 336.246.000 952.591.000
Sengata Utara 1 |Sangatta Utara 616.345.000 o| 1.292.814.000 1.909.153.000
2 {Singa Gembara 616.345.000 0|  794.953.000 1.411.298.000
3 |Swarga Bara 616.345.000 o 828.797.000 1.445.142.000
Sangkullrang 1 [Kerayaan 616.345.000 0 168.247.000 784.592.000
2 |Tanjung Manis 616.345.000 0 172.771.000 789.146.000
3 |Peridan 616.345.000 o|  301.957.000 918.302.000
4 [Saka 616.345.000, ol  122.816.000 739.161.000
5 |Mandu Dalam 616.345.000 o  505.272.000 1.421.617.000
6 |Benua Bau ilir 616.345.000 o| 329.187.000 945.532.000
7 | Sempayau 616.345.000] 0 508.764.000 1.125.109.000
8 |Petawan 616.345.000 0 616.426.000 1.232.771.000
9 |Tepian Terap 616.345.000 o]  202.686.000 819.031.000
10| Maloy 616.345.000 of  118.736.000 735.081.000
11|Benua Baru Ulu 616.345.000 o] 211.876.000 828.221.000
12|Kolek 616.345.000 0 155.176.000 771.521.000
13 |Pulau Miang 616.345.000 o 147.280.000 763.625.000
14|Perupuk 616.345.000 0 177.343.000 793.688.000
15|Mandu Pantai Sejahtera 616.345.000| 0 154.227.000 770.572.000
Busang 1 |Long Bentug 616.345.000 0|  428.568.000 1.044.913.000
2 |Long Pejeng 616.345.000 0|  374.548.000 90.893.000
3 |Long Lees 616.345.000{ .0 _386.810.000 1.003.155.000
4 |Mekar Baru 616.345.000 o]  1.212.073.000 1828.418000
) § |Rantau Sentosa 616.345.000 157.549.000|  480.413.000 1254307000
|8 |LongNyelong 616.345.000 . 0]  334.662.000 951.007.000
Telen 1 [Marah Halog | 616.345.000 0|  253.915.000 |  870.260.000
2 |Lung Melah - ~ 616.345.000 of 347.741.000 964.086.000
3 |Juk Ayaq 616.345.000{ O 300268000 | 916613000
- 4 [Long Segar A 616.345.000 0 192.252.000 £03.597.000
5 [Long Noran 616.345.000 o 226.394.000 | 842739000 |
§ |Muara Pantun 616.345.000 0] _429.347.000 1045682000
7 |Rantau Panjang ~ 616.345.000 o]  410.583.000 1.026.928.000
8 |Kernyanyan £16.345.000 _a}_ 163.033.000 779.378.000
Lo L L




8 Kongbeng 1 | Makmur Jaya 616.345.000 o] 363.942.000 980.267.000
2 |Marga Mulya 616.345.000 o|  188.926.000 805.271.000
3 |Suka Maju 616.345.000] of  295.423.000 911.768.000
4 |Sido Mulyo 616.345.000) of  241.994.000 §58.338.000
5 |8 Pantun £16.345.000 o  170.331.000 786.676.000
6 |Kongbeng Indah 616.345.000 o] 295.636.000 911.981.000
7 |Miau Baru 616.345.000 0|  368.881.000 985.226.000
9 Bengalon 1|Sepaso 616.345.000 157.545.000 621.330.000 1.385.224.000
2 |Sekerat 616.345.000 o]  503.430.000 1.119.775.000
3 [Keraitan 616.345.000 ol 319.770.000 936.115.000
- 4 |Teplan Langsat 616.345.000 ol 289.960.000 906.305.000
5 | Tebangan Lembak 616.345.000 o|  356.046.000 972,391,000
6 {Sepaso Timur 616.345.000 0|  371.039.000 987.384.000
7 {Sepaso Selatan 616.345.000 315.098.000]  709.370.000 1,640.813.000
& |Muara Bengalon 616.345.000 ol  331.190.000 947.535.000
9 |Tepian Baru 616.345.000 157.549.000]  549.213.000 1,323.107.000
10| Teplan Indah 616.345.000 157.549.000|  641.795.000 1.415.689.000
i 11|Sepaso Barat 616.345.000 o] 407.387.000 1.023.732.000
10 Kallorang 1 |Kaliorang 616.345.000 o  338.533.000 954,878.000
2 | Bukit Makmur 616.345.000 ol  284.790.000 901.135.000
3 |Bukit Harapan 616.345.000 ol  149.728.000 766.073.000
4 |Citra manunggal Jaya 616.345.000 o]  285.411.000 904.756.000
5 |Bangun Jaya 616.345.000 o 210.811.000 827.156.000
6 |Bumi Sejahtera 616.345.000 o]  163.378.000 779.723.000
7 |Selangkau 616.345.000 of  211.188.000 827.533.000
1 Sand 1 |Sandaran 616.345.000 of  321.351.000 937,696.000
2 | Manubar 616.345.000 0|  446.838.000 1.063.183.000
3 [Tadoan 616.345.000 o]  318.860.000 935.205.000
4 |Marukangan 616.345.000] 315.098.000]  595.835.000 1.527.278.000
5 |Susuk Luar 616.345.000 315.098.000]  550.110.000 1.481.553.000
6 {Susuk Datam 616.345.000 o  271.511.000 887.856.000
7 |T]. Mangkalihat 616.345.000 o  469.996.000 1.086.341.000
8 [Manubar Dalam 616.345.000 0|  572.646.000 1.188.991.000
9 |Susuk Tengah 616.345.000| o|  339.074.000 955.419.000
12 Sengata Selatan | 1 |Sangatta Salatan 616.345.000 o|  2849.985.000 1.465.330.000
2 |Sangkima 616.345.000 157.543.000|  713.114.000 1.487.008.000
3 [Teluk Singkama 616.345.000 315.098.000]  718.082.000 1.649,525.000
13 Teluk Pandan 1 |Teluk Pandan 616.345.000 o]  647.365.000 1.263.710.000
2 |Suka Rahmat 616.345.000] o]  537.976.000 1.154.321.000
3 |Suka Damal 616.345.000 o|  345.547.000 961.892.000
4 |Kandolo 616.345.000) 0|  409.004.000 1.025.349.000
§ |Danau Redan 616.345.000 o] 387.329.000 1.003.674.000
6 |Martadinata 616.345.000 157.549.000]  550.666.000 1.324.560.000
| _
14 RantauPulung | 1 [Mukti Jaya 616.345.000 of  401.862.000 1.018.207.000
2 |Pulung Sari 616.345.000 of  224.974.000 841.319.000
3 |Margo ulyo 616.345.000 0|  194.238.000 810.583.000
4 |Rantau Makmur 616.345.000 0|  271.149.000 887.494.000
5 |Manunggal Jaya 616.345.000 o  279.334.000 £95.679.000
6 |Tanjung Labu 616.345.000 o]  261.824.000 §78.169.000
7 |Kebon Agung 616.345.000 0 323.600.000 939,945.000
i 8 | Tepien makmur 616.345.000 of  345.920.000 962.285.000
9 %m Raya 616.345.000 o]  181.463.000 797.808.000
1§ Kaubun 1 IBl.lllli Etam £16.245.000 0 226.211.000 843.156.000
B 2 {Bumi Rapak 616.345.000 0l 267.009.000 | 883354000
________ e 3 |Bumi Jaya 616.345.000f 0 130.070.000 746.415.000
B 4 |Cipta Graha 616.345.000| 0 348,200.000 964,545,000
5 {Kadungan Jaya 616.345.000 o]  376.290.000 992.635.000
6 |Pengaden Baru 616.345.000] o] 216.169.000 832514000
7 |Mata Alr 616.345.000 o]  274.605.000 890.950.000
3 EBukltPemma 616.345.000 o 272.402.000 888.747.000
16 Karangan 1 {Karangan Dalam 616.345.000 o  127.044.000 743.389.000
2 |Batu Lepog 616.345.000 0 143.506.000 759.851.000
§_F§_§ndln | 616.345.000 0|  165.916.000 782.261.000
4 |Ba'ay 616.345.000 0|  1.032.096.000 1.648.441.000
5 | Mulkti Lestari 616.345.000 0|  154.831.000 771.176.000
| B [Karangsn Seberang 616.345.000] 0 1140.460.000 756.805.000
7 IKaranman Hilir A1R A8 NN N 182 N2 NN TTO @0 AnA




17 Batu Ampar 1 |Batu Timbau 616.345.000 of  987.642.000 1603987000
2 |Beno Harapan 616.345.000 0|  382.217.000 998.562.000
3 |Mugi Rahayu 616.345.000 0 316.411.000 §32.756.000
4 |Mawai Indah 616.345.000 0| 272.063.000 888.408.000
5 |Himba Lestari 616.345.000 o| 293.368.000 909.713.000
6 |Telaga 616.345.000 0  340.856.000 957.201.000
7 |Batu Timbau Ulu 616.345.000 0| 354.462.000 §70.807.000
18 |  LongMesangat | 1 [Sika Makmur 616.345.000 of  235.529.000 851.874.000
2 |Segoy Makmur 616.345.000 0f  269.891.000 886.236.000
3 |Mukti Utama 616.345.000 0 220.535.000 83€.880.000
4 13umblr Sarl 616.345.000 315.098.000 491.835.000 1.423.278.000
5 |Melan 616.345.000 0 387.328.000 1.003.673.000
6 |Tanah Abang 616.345.000 0 447.565.000 1.063.914.000
7 |Sumber Agung 616.345.000 o]  265.962.000 §82.307.000
JUMLAH Rp 85671955000 |Rp 3466078000 | Rp 52041603000 |Rp  141.179.636.000




1

PRIORITAS KEGIATAN DANA DESA

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait
penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19
ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk
dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan
Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
b) penerangan lingkungan pemukiman;

c) pedestrian;

d) drainase;

e) selokan;

f) tempat pembuangan sampah;

g) gerobak sampah;

h) kendaraan pengangkut sampah;

i) mesin pengolah sampah; dan

j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana transportasi, antara lain:
a) tambatan perahu;

b) jalan pemukiman;




jalan poros Desa;

jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
jembatan Desa;

gorong-gorong;

terminal Desa; dan

sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana energi, antara lain:

a)
b)
c)
d)
e)

)

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
pembangkit listrik tenaga diesel;
pembangkit listrik tenaga matahari;
instalasi biogas;

jaringan distribusi tenaga listrik; dan

sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a)
b)
c)
d)
e)

)

jaringan internet untuk warga Desa;
website Desa;

peralatan pengeras suara (loudspeaker);
telepon umum;

radio Single Side Band (SSB); dan

sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan, antara lain:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

air bersih berskala Desa;

sanitasi lingkungan;

jambanisasi;

mandi, cuci, kakus (MCK);

mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

alat bantu penyandang disabilitas;




g
h)
i)
J)
k)
1)

m)

panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

balai pengobatan;

posyandu;

poskesdes/polindes;

posbindu;

reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan

sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
)

taman bacaan masyarakat;

bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
taman belajar keagamaan;

bangunan perpustakaan Desa;

buku/bahan bacaan;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

sanggar seni,

film dokumenter;

peralatan kesenian; dan

sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana usaha ekonomi Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

a)
b)
c)
d)

e)

bendungan berskala kecil;
pembangunan atau perbaikan embung;
irigasi Desa;

percetakan lahan pertanian;

kolam ikan;




2)

3)

4)

f) kapal penangkap ikan;

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

h) tambak garam;

1) kandang ternak;

j) mesin pakan ternak;

k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesual dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi,
coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b) lumbung Desa;

c¢) gudang pendingin (cold storage); dan

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

a) mesin jahit;
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c¢) mesin bubut untuk mebeler; dan

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

a) pasar Desa;

b) pasar sayur;

¢) pasar hewan;

d) tempat pelelangan ikan;
e) toko online;

f) gudang barang; dan




g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Desa Wisata, antara lain:

a) pondok wisata;

b) panggung hiburan;

c) kios cenderamata;

d) kios warung makan;

e) wahana permainan anak;

f) wahana permainan outbound;
g) taman rekreasi;

h) tempat penjualan tiket;

i) rumah penginapan;

j) angkutan wisata; dan

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) penggilingan padi;

b) peraut kelapa;

¢) penepung biji-bijian;

d) pencacah pakan ternak;

e) sangrai kopi;

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g) pompa air;

h) traktor mini; dan

1) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1) pembuatan terasering;
2) kolam untuk mata air;

3) plesengan sungai;




4) pencegahan abrasi pantai; dan

S5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa
lainnya yang meliputi:

1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

w N

)

) pembangunan gedung pengungsian;

) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
)

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana

alam; dan

5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa
merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama
sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan
Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa
adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

a) penyediaan air bersih;
b) pelayanan kesehatan lingkungan;

¢) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti
penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi,
diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk
peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan
perlindungan Anak;

g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan
menyusui;




2)

i) pengobatan untuk lansia;

J) keluarga berencana;

k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
) pelatihan kader kesehatan masyarakat;

m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan
Anak;

n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan

p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a) bantuan insentif guru PAUD;

b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
c) penyelenggaraan pelatihan kerja;

d) penyelengaraan kursus seni budaya;

e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1)

2)

3)

pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

a) pengelolaan terminal Desa;
b) pengelolaan tambatan perahu; dan

c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan energi terbarukan, antara lain:

a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;




4)

8

¢) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a) sistem informasi Desa;
b) koran Desa,;

c) website Desa;

d) radio komunitas; dan

e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan
prasarana ekonomi

1)

2)

pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) pembibitan tanaman pangan,

b) pembibitan tanaman keras;

c¢) pengadaan pupuk;

d) pembenihan ikan air tawar;

e) pengelolaan usaha hutan Desa;
f) pengelolaan usaha hutan sosial;
g) pengadaan bibit/induk ternak;
h) inseminasi buatan;

i) pengadaan pakan ternak; dan

j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:

a) tepung tapioka;
b) kerupuk;

c) keripik jamur;
d) keripik jagung;

e) ikan asin;




3)

4)

S)

f) abon sapi;
g) susu sapi;
h) kopi;

1) coklat;

j) karet; dan

k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) meubelair kayu dan rotan,

b) alat-alat rumah tangga,

¢) pakaian jadi/konveksi

d) kerajinan tangan;

e) kain tenun;

f) kain batik;

g) bengkel kendaraan bermotor;

h) pedagang di pasar;

i) pedagang pengepul; dan

j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama,
antara lain:

a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah
Desa.

pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) pengelolaan hutan Desa;
b) pengelolaan hutan Adat;
¢) industri air minum;

d) industri pariwisata Desa;




6)

7)

8)

9)
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e) industri pengolahan ikan; dan

f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau
koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) hutan kemasyarakatan;

b) hutan tanaman rakyat;

¢) kemitraan kehutanan;

d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha
ekonomi masyarakat; dan

f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

a) sosialisasi TTG;
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa

c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber
energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi
serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) penyediaan informasi harga/pasar;

b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau
koperasi;
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¢) kerjasama perdagangan antar Desa;
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1) pembibitan pohon langka;
2) reboisasi;
3) rehabilitasi lahan gambut;
4) pembersihan daerah aliran sungai;
5) pemeliharaan hutan bakau;
6) perlindungan terumbu karang; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang
demokratis dan berkeadilan sosial

1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

a) pengembangan sistem informasi Desa;
b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber
daya alam yang ada di Desa, antara lain:

a) penyusunan arah pengembangan Desa;

b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang
berkelanjutan; dan
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c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi,
dan nilai kearifan lokal, antara lain:

a) pendataan potensi dan aset Desa;
b) penyusunan profil Desa/data Desa;
¢) penyusunan peta aset Desa; dan

d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal, antara lain:

a) sosialisasi penggunaan dana Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal;

c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data
digital;

b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk
publik;

¢) pengembangan sistem informasi Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.

mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang
dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal
strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di

Desa. \(

melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan d;’l




8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan
perdagangan;

b) pelatihan teknologi tepat guna;

c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi
Desa; dan

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat Desa, antara lain:

a) pemantauan berbasis komunitas;
b) audit berbasis komunitas;
c) pengembangan unit pengaduan di Desa;

d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian
masalah secara mandiri oleh Desa;

e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;

f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah
terima hasil pembangunan Desa; dan

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk
mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang
tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang
dipilih harus:

1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan

3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.




14

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal
Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa
untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala
Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka
prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat
dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat
Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

BUPATI KUTAI 7IMUR,

IS ANDAR




